Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

ABSTRAC

With the establishment of local regulations or the abbreviated PERDA No.

8 Year 2015 About Organizing welfare in Jember Regency by loading the Article

some content in the form of an appeal until the ban for the community not to beg

and the prohibition for a person to not give beggars found on article 73 paragraph

(1) and paragraph (2) Perda No. 8 Year 2015 About Organizing welfare in Jember

Regency.

e Ainun Najib Mutafakila Yusuf

1. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai
negara yang menjunjung tinggi
kesejahteraan sosial bagi
masyarakatnya hal ini sesuai
dengan amanat UUD 1945 yang
tertuang di dalam pembukaan
UUD 1945 yang mengapresiasikan
suatu gagasan kesejahteraan rakyat

dalam  negara. Dalam  hal

11 Dewa Gede Atmaja, 2012, llmu Negara,
Malang, Setara Press, him.67.

kesejahteraan  yang  bertujuan
untuk mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat yang
dalam hal ini negara dan alat
perlengkapannya atau aparaturny
mengabdi kepada kepentingan,
kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat, termasuk memberikan
jaminan sosial bagi seluruh

rakyatnya tanpa terkecuali.!Maka



dari itu negara berkewajiban untuk
mengupayakan kesejahteraan bagi
masyarakatnya ~ agar  supaya
kesenjangan sosial dapat teratasi.

Pengemis merupakan salah
satu penyandang dari masalah
kesejahteraan  sosial (PMKS).
Fenomena pengemis perkotaan
mulai dipandang secara serius,
terutama dengan semakin
banyaknya permasalahan sosial
ekonomi  dan politik  yang
ditimbulkannya. Modernisasi dan
industrialisasi sering kali dituding
sebagai pemicu, diantara beberapa
pemicu yang lain, perkembangan
daerah perkotaan secara pesat
mengundang terjadinya urbanisasi
dan kemudian komuitas-

komunitas kumuh atau daerah

2 Dwi Anggriani Soel, 2014, Persepsi
Pengemis Dalam Prespektif Pelaku Dan

kumuh yang identik dengan
kemiskinan perkotaan.

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1980 Tentang
Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis menyebutkan bahwa
pengemis tidak sesuai dengan
norma kehidupan bangsa
Indonesia  yang  berdasarkan
Pancasila dan UUD  1945.
Sehingga muncul usaha untuk
menanggulangi hal tersebut bukan
hanya dengan pencegahan
timbulnya pengemis agar mampu
mencapai taraf hidup, kehidupan,
dan penghidupan yang layak
sebagai seorang warga negara
republik Indonesia.?

Di Kabupaten Jember sendiri

sebagai daerah perkotaan yang

Pemerintah Kota Samarinda, Jurnal
Universitas Mulawarman.



didominasi dengan para pekerja
dan mahasiswa yang menjadi
magnet untuk pencarian belas
kasih dari para pengemis dan
gelandangan. Banyak dari para
pengemis yang datang dari luar
Kabupaten Jember yang merantau
untuk mencari uang dengan cara
mengemis. ° Melihat semakin
banyaknya pengemis di jalan-jalan
maupun di sisi lain perkotaan yang
dirasa sangat mengganggu, maka
Pemerintah Kabupaten Jember
dengan kewenangan yang
diamanatkan oleh Undang-Undang
mengambil langkah untuk
mengeluarkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan  Kesejahteraan
Sosial Di Kabupaten Jember

dengan dasar pertimbangan yaitu:

3http://beritajatim.com/politik_pemerintahan
1299240/perda_soal_gepeng_disahkan_2015

1. Bahwa dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang
layak dan bermartabat bagi
masyarakat Kabupaten Jember,
Perlu Penyelanggaraan
kesejahteraan sosial secara
terencana, terarah, terpadu dan
berkelanjutan yang diarahkan

kepada peningkatan kualitas

dan kuantitas bagi
perseorangan, keluarga,
kelompok dan/atau
masyarakat;

2. bahwa kemampuan,

kepedulian dan  tanggung
jawab masyarakat dan dunia
usaha kepada penyandang
masalah kesejahteraan sosial
menjadi potensi dan sumber
kesejahteraan sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan

,_perbup_belum_ada.html.Pada Tanggal 22
April 2018 pukul 10.20
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http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/299240/perda_soal_gepeng_disahkan_2015,_perbup_belum_ada.html.Pada

sosial sehingga perlu
disinergikan.
Dengan ditetapkannya

Peraturan Daerah atau Yyang
disingkat PERDA Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Di  Kabupaten
Jember dengan memuat beberapa
isi Pasal yang berupa himbauan
sampai dengan larangan bagi
masyarakat untuk tidak mengemis
dan larangan bagi seseorang untuk
tidak memberi pengemis yang
terdapat pada Pasal 73 Ayat (1) dan
Ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Di  Kabupaten
Jember yang berbunyi :

(1). Setiap Orang / Lembaga /

badan hukum dilarang melakukan

a. Pergelandangan,

Pengemisan,  Prostitusi

baik perorangan atau
kelompok dengan alasan,
cara dan alat apapun untuk
menimbulkan belas
kasihan, imbalan dan/atau
orang lain;

Memperalat orang lain
dengan mendatangkan
seseorang /  beberapa
orang baik dalam
Kabupaten ataupun dari
luar Kabupaten untuk
maksud melakukan
pergelandangan,
pengemisan,  prostitusi;

dan

(2). Setiap orang / Lembaga /

badan hukum dilarang
memberi uang dan/atau
barang  dalam  bentuk
apapun kepada gelandangan
dan pengemis ditempat

Umum.



Dari penjelasan Isi Pasal di
atas jelas bahwasanya orang dan
lembaga apapun di larang
melakukan ~ pengemisan  dan
dilarang untuk memberi uang atau
barang lain kepada pengemis
dimanapun yang termasuk di
dalam area Kabupaten Jember.
Namun dewasa ini Isi Pasal dalam
Perda tersebut masih  belum
terlaksana dengan baik, terlihat
dari semakin banyaknya pengemis
yang melakukan kegiatan
Pengemisan di trotoar tempat
dimana banyak pejalan kaki
beraktifitas, door to door ke kantor
Pemerintahan  maupun  kantor
usaha swasta, di Alun-Alun
(Central Park) tempat seluruh
kegiatan seperti bersantai,
berolahraga dan kegiatan-kegiatan
lainya oleh masyarakat jember dan

di lampu merah dimana tempat

berhentinya para pengendara
bermotor. Selain itu dalam Pasal
73 Ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaran
Kesejahteraan Sosial Di
Kabupaten Jember memerintahkan
agar supaya Orang dan Lembaga
terkait dilarang memberi uang atau
barang lain kepada pengemis.
Apabila ditinjau dari sisi
pertanggung jawaban  negara
terhadap pengemis/tuna sosial,
UUD 1945 telah mengamanatkan
di dalam pasal 34 Ayat (1) dan (2)
UUD 1945 yang menyatakan
bahwa:
(1).Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh
negara.
(2).Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi
rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan



tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan.

Disilah  letak  dari  fungsi
pertanggungjawaban  pemerintah
sebagai pemangku kewenangan
terhadap seluruh rakyatnya. Dalam
penyelenggaraan kenegaraan dan
pemerintahan,
pertanggungjawaban itu melekat
pada jabatan, yang secara yuridis
dilekati dengan  kewenangan.
Dalam prespektif hukum public,
adanya kewenangan inilah yang
memunculkan adanya
pertanggungjawaban.*

Jika melihat kepada Pasal 25J
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial bahwa Pemerintah baik
Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah bertanggung jawab untuk

melakukan pembinaan dan
pengawasan serta pemantauan dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan
kesejahteraan  sosial.  Artinya
Pemerintah dengan segala
bentuknya hadir dan bertanggung
jawab terhadap segala bentuk
kesenjangan sosial yang dialami
oleh seluruh masyarakat
Indonesia, baik dengan cara
pembinaan terhadap para
gelandangan atau pengemis agar
supaya mereka bisa mendaptakan
profesi lain yang lebih layak dan
bermartabat untuk mendapatkan
penghasilan demi
keberlamgsungan hidupnya.
Belum maksimalnya tindak
lanjut dari unsur-unsur Pemerintah

Kabupaten Jember dalam

memberantas pelaku pengemis

4 Ridwa HR, 2014, Hukum Administrasi
Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
HIim.334



untuk tidak melakukan kegiatan
mengemis dan memberi peringatan
kepada masyarakat agar tidak
memberi uang atau barang lain
kepada pengemis sesuai dengan isi
Pasal 73 Perda Kab.Jember Nomor
8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan  Kesejahteraan
Sosial.

Berdasarkan hal-hal yang
diuraikan diatas, maka penulis
akan melakukan penelitian hukum
dengan judul : “Implementasi
Pasal 73 Ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Jember
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial”

3. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian latar
belakang di atas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Pasal 73

Ayat (2) Perda Kabupaten Jember

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaran Kesejahteraan

Sosial.

3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui

Implementasi Pasal 73 Ayat (2)

Perda Kabupaten Jember Nomor 8

Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaran Kesejahteraan

Sosial.

3.3 Manfaat penelitian

a. Secara teoritis Penelitian ini
diharapkan mampu menambah
khasanah keilmuan dibidang
Hukum Tata Negara,
khususnya peninjauan terhadap
Perda Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan
Sosial Di Kabupaten Jember.

b. Secara praktis menjadi

masukan  bagi  masyarakat



dalam menilai isi Perda Nomor
8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan  Sosial Di
Kabupaten Jember, apabila
dalam pelaksaannya belum
maksimal.

3.4 Metode Penelitian

Untuk  menjamin  suatu
kebenaran ilmiah, maka dalam
suatu penelitian harus
menggunakan metode yang tepat,
karena hal tersebut merupakan
pedoman dalam rangka melakukan
melakukan analisis terhadap data
hasil penelitian.

Berikut ini beberapa metode
yang dipergunakan dalam
penelitian ini :

1.5.1. Pendekatan Masalah
Penulisan  skripsi ini
didalamnya, penulis
menggunakan metode

pendekatan sosiologis yaitu

penelitian terhadap
efektifitas hukum  yang
sedang berlaku. Dalam hal
ini penulis  melakukan
penelitian terhadap
implementasi Larangan bagi
seiap orang atau lembaga
dalam rangka memberi uang
atau barang kepada pengmeis
di  Kabupaten  Jember.
Penelitian ini adalah
penelitian  yang  bersifat
deskriptif, yaitu penelitian
yang dimaksudakan untuk
memberikan informasi
sedetail mungkin tentang
objek vyang akan diteliti
sesuai dengan keadaan yang
ada dilapangan.

Pendekatan tersebut
dimaksud untuk menjawab
pokok-pokok permasalahan

terkait dengan Implementasi



Pasal 73 Ayat (2) Perda
Kabupaten Jember Nomor 8
Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaran

Kesejahteraan Sosial

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah
yuridis  normatif, artinya
permasalahan yang diangkat,
dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini yang
diutamakan dengan
menerapkan  kaidah-kaidah
atau norma-norma posotif.
Tipe  penelitian  yuridis
normatif  ialah  dilakukan
dengan mengkaji berbagai
macam aturan hukum yang
sifatnya  formal seperti
undang-undang, literatur yang
bersifat konsep teoris yang

kemudian dihubungkan

® Ibid,him,194

dengan permasalahan yang

menjadi pokok pembahasan.®

1. 5. 3 Bahan Hukum

Dalam  penelitian  ini
bahan hukum yang digunakan
meliputi :bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan dan
putusan hakim. Adapaun
bahan-bahan hukum sekunder
berupa semua  publikasi
tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi
tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus
hukum, dan  komentar-
komentar ~ atas  putusan
pengadilan.®
1. Bahan  hukum  primer

adalah  data-data yang

€ 1bid, him 181



bersumber dari Peraturan
Perundang-undangan yang
sudah ada sebagai
penunjang  pengambilan
data secara akurat. Bahan
hukum premier antara lain
UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun

2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial,
Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 1980
Tentang Penanggulangan
Gelandangan dan
Pengemis dan  Perda
Kabupaten Jember Nomor
8 tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Di

Kabupaten Jember.

2. Bahan hukum sekunder

adalah data pendukung
yang diperoleh  secara
langsung dari dokumen-
dokumen yang ada. Dalam
penelitian ini  mengacu
pada data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum
yang memberikan
penjelasan mengenai bahan
hukum primer 7 berupa
literatur-literatur  tertulis
yang berkaitan dengan
pokok masalah dalam studi
ini, baik berbentuk buku-
buku, laporan penelitian,
makalah-makalah, artikel
surat kabar dan lain

sebagainya.

. Bahan hukum tersier, yaitu

bahan yang memberikan

" Bambang Sunggono, 2002, Metodelogi
Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him.137

10



petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan
sekunder, misalnya:
kamus-kamus  (hukum),
internet, media massa,
ensiklopedia, indeks
kumulatif, dan

sebagainya.®

154 Teknik Pengumpulan

bahan hukum

Studi kepustakaan yaitu
pengumpulan data melalui
buku-buku tentang hukum
dan sumber lain yang
berkaitan dengan penelitian
untuk mendapatkan landasan
teoris pendapat para ahli,
pengumpulan data hukum
dilakukan dengan cara
mencatat segala informasi

terkini tentang isu dalam

8 Ibid, him.117

penelitian. Disamping itu juga
penelitian dilakukan melalui
meneliti buku-buku literatur
untuk mendapatkan landasan

teoris pendapat para ahli.

155 Teknis Analisis bahan

hukum

Analisis data merupakan
proses penyerdehanaan data
kedalam bentuk yang mudah
untuk dibaca dan dipahami.
Sifat dari penelitian ini adalah
deskriptif, sehubungan
dengan hal itu maka bahan
hukum yang telah diperoleh
akan dilakukan analisis secara
kualitatif, oleh karena itu
dalam penelitian ini tidak akan
ditarik kesimpulan secara
umum, sehingga gambaran
yang diperoleh dari penelitian

ini bersifat deskriptrif

11



kualitatif yaitu “upaya untuk
memperoleh gambaran
singkat tentang suatu
permasalahan yang
berdasarkan atas  suatu
perundang-undangan  yang
berlaku dan berkaitan dengan
permasalahan yang akan
dibahas dalam suatu
penulisan, kemudian
menyusunnya secara logis dan
sistematis.”
Langkah-langkah
selanjutnya yang
dipergunakan dalam
melakukan sautu penelitian
hukum, yaitu :
a. Mengidentifikasi fakta
hukum dan mengelimir

hal-hal yang tidak relevan

untuk  menetapkan isu

® peter Mahmud Marzuki,Op Cit,him.162

hukum  yang  hendak
dipecahkan;

b. Pengumpulan bahan-bahan
hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai

relevansi juga bahan-bahan
non-hukum

c. Melakukan telaah atas isu
hukum vyang diajukan
berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

d. Menarik kesimpulan dalam
bentuk argumentasi yang
telah dibangun di dalam
kesimpulan.®

I11. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 73 Ayat (2)

Perda Kabupaten Jember Nomor 8

Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan  Kesejahteraan
Sosial

10 1bid,hIm.171

12



Pembangunan kesejahteraan
sosial ini menjadi bagian yang tak
terpisahkan  dari  pambangunan
nasional dimana  pembangunan
kesejahteraan sosial berperan aktif
dalam meningkatkan kualitas hidup
bangsa Indonesia. Hal ini karena pada
prinsipnya kontruksi pembangunan
kesejahteraan sosial terdiri atas
serangkaian aktifitas yang
direncanakan  untuk  memajukan
kondisi kehidupan manusia melalui
koordinasi dan keterpaduan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat dalam upaya
Penyelenggarakan Kesejahteraan
Sosial dalam mengatasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan  Sosial
(PMKS) menjadi kerangka kegiatan
yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan
dan bersinergi, sehingga

kesejahteraan masyarakat lambat laun

semkain meningkat. Hal ini sesuai

dengan cita-cita UUD 1945 yang
termaktub di dalam pembukaannya
yang berbunyi untuk memajukan
kesejahteraan umum, di dalam Pasal
1 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial yang berbunyi
kesejahteraan sosial merupakan suatu
keadaan terpenuhinya kebutuhan
hidup yang layak bagi masyarakat,
sehingga mampu mengembangkan
diri sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya. Hal tersebut dapat
dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat
dalam bentuk pelayanan sosial yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial dan
perlindungan sosial.

Kabupaten Jember sebagai salah
satu kabupaten yang memiliki jumlah
penduduk yang padat di wilayah
timur Jawa Timur yang hal itu

disebabkan banyaknya pendatang yng

13



bertujuan untuk menempuh
pendidikan atau mencari nafkah
sangat rentan sekali akan pelaku
penyandang masalah kesejahteraan
sosial. Sebagai salah satu kebijakan
Pemerintah Kabupaten Jember unutk
menanggulangi masalah
kesejahteraan sosial maka diterbitkan
lah perda yang bersangkutan dengan
masalah kesejahteraan sosial.
PERDA Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan sosial adalah bukti
konkrit dari pemeintah kabupaten
jember untuk meneruskan amanat
Undang-Undang untuk turut serta
membangun kesejahteraan sosial bagi
masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan sosial. Pembentukan
perda tersebut berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan

2011 Tentang

Peraturan Perundang-Undangan yang

terdapat di dalam Pasal 1 angka 8
yang menyebutkan bahwa Peraturan
daerah kabupaten/kota  adalah
peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten/kota dengan
persetujuan bersama buapti/wali kota.
Dasar pertimbangan dari
diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten
Jember ialah
a. Bahwa  dalam rangka
mewujudkan kehidupan
yang layak dan bermartabat
bagi masyarakat Kabupaten
Jember, perlu
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara
terencana, terarah, terpadu

dan  berkelanjutan  yang

diarahkan pada peningkatan

14



kualitas dan kuantitas bagi

perseorangan, keluarga,
kelompok dan/atau
masyarakat;

Bahwa kemampuan,

kepedulian dan tanggung
jawab masyarakat dan dunia
usaha kepada penyandang
masalah kesejahteraan sosial
menjadi potensi dan sumber
Kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan

kesejahteraan sosial
sehingga perlu disinergikan;
Bahwa  sesuai  dengan
amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, serta
peraturan Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2012

tentang  Penyelenggaraan

kesejahteraan sosial,
Pemerintah Daerah
Kabupaten memiliki
kewajiban

menyelenggarakan
pelayanan dan
pengembangan
kesejahteraan sosial;

d. Bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a,b dan
c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan ~ Sosial  di
Kabupaten Jember;

Terbitnya PERDA  Jember

tersebut merupakan tindak lanjut dari
pemerintah kabupaten jember untuk
memberantas masalah kesejahteraan
sosial yang telah di amanatkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dalam

15



Pasal 7 UUD1945, megeaskan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya
Pasal 34 UUD 1945 menegaskan
bahwa fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh Negara. Hal ini senada
dengan diterbitakannya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin
dengan dasar pertimbangan sebagai
berikut :

a. Bahwa sesuai dengan
pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, negara
mempunyai tanggung jawab
untuk memajukan

kesejahteraan umum  dan

mencerdaskan kehidupan
bangsa;
b. Bahwa sesuai dengan

ketentuan  Undang-Undang

Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, negara
bertanggung jawab  untuk
memlihara fakir miskin guna
memenuhi kebutuhan dasar
yang layak bagi kemanusiaan;
Bahwa untuk melaksanakan
tanggung  jawab  negara
sebagaimana dimaksud pada
huruf b, diperlukan kebijakan
pembangunan nasional yang
berpihak pada fakir miskin
secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan;

Bahwa pengaturan mengenai
pemenuhan kebutuhan dasar
bagi fakir miskin masih

tersebar  dalam  berbagai

peraturan perundang-
undangan, sehingga
diperlukan pengaturan

penanganan fakir miskin yang

terintegrasi dan terkoordinasi;

16



Diterbitkannya Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial Di  Kabupaten Jember
menunjukan  bahwa  Pemerintah
Kabupaten Jember serius dalam
rangka menuntaskan masalah
kemisikinan. Di dalam Pasal 3 Perda
No.8 Tahun 2015 menyebutkan,
bahwa tujuan dari penyelenggaraan
kesejahteraan sosial ialah:

a. Meningkatkan taraf
kesejahteraan, kualitas dan
kelangsungan hidup
masyarakat;

b. Memulihkan fungsi sosial
masyarakat dalam rangka
mencapai kemandirian;

c. Meningkatkan  ketahanan
sosial masyarakat dalam
mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan

sosial;

d. Meningkatkan kemampuan,

kepedulian dan tanggung
jawab sosial dunia usaha
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara
melembaga dan
berkelanjutan;
Meningktakan kemampuan
dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara
melembaga dan
berkelanjutan;
Meningkatkan kualitas
pelayanan, manajemen dan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
Mengembangkan  potensi
sosial

Mencegah terjadinya
masalah sosial,

Mencegah kerawanan

sosial;
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j.  Mendayagunakan sumber
daya sosial; dan
k. Memberdayakan penerima
layanan dan/atau warga
binaan sosial
Melihat uraian dari Pasal 8 di atas
bahwa tujuan diterbitkannya PERDA
No.8 Tahun 2015 itu tidak lain untuk
memberantas kesenjangan sosial di
Kabupaten jember. Namun seirirng
berjalannya waktu masalah
kesenjangan sosial masih belum
teratasi secara maksimal terhitung
pada saat PERDA tersebut di
terbitkan. Dilihat dengan masih
tingginya angka pengemisan yang
dilakukan oleh masyarakat asli
jember ataupun warga yang sengaja
datang dari luar jember yang
berbondong-bondong mengemis di
pusat-pusat keramaian Kabupaten
Jember. Belum

maksimalnya

penerapan dari perda tersebut

membuat dilema sendiri  bagi
pemeriintah ~ kabupaten  jember
dimana jika penangannan belum bisa
dimaksimalkan maka tidak menutup
kemungkinan dari hari-kehari, bulan
perbulan bahkan tahun-pertahun para
penyandang masalah kesejahteraan
sosial makin bertambah.

Dikutip dari Radar Jember kepala
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten
jember  Isnaini  Dwi  Susanti
mengatakan bahwa pengemis bukan
hanya inisiatif dari dalam diri pelaku
pengemisan saja, melainkan ada
pihak yang sengaja memperalat
mereka sebagai ladang bisnis untuk
mengemis. Padahal ada sanksi yang
mengancam bagi mereka yang
melakukan pengemisan dan juga yang
meperalat pengemis sebagai lahan
bisnisnya, sanksinya bisa kurungan
penjara hingga denda puluhan juta.

Bukan hanya itu saja, bagi seseorang
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ataupun lembaga yang memberikan
uang kepada pengemis juga bisa

(13

terkena sanksi sanksinya mulai
administratif, pidana ringan hingga
denda paling banyak 50 juta” kata
kepala dinsos kabupaten jember.
Larangan yang ditujukan bagi
pengemis, orang yang memperalat
orang lain untuk mengemis dan
pemberi uang  kepada  para
penyandang masalah kesejahteraan
terdapat di dalam pasal 73 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial yang menyebutkan bahwa:
(1). Setiap orang/lembaga/badan
hukum dilarang melakukan:
a. Pergelandangan,
pengemisan, prostitusi baik
perorangan atau
berkelompok dengan

alasan, cara dan alat

apapun untuk

menimbulkan belas
kasihan, imbalan dan/atau
orang lain;

b. memperalat orang lain
dengan mendatangkan
seseorang/beberapa orang
baik dari dalam kabupaten
ataupun luar kabupaten
untuk maksud melakukan
pergelandangan,
pengemisan, prostitusi; dan

(2). Setiap orang/lembaga/badan
hukum dilarang memberi
uang dan/atau barang dalam
bentuk  apapun kepada
gelandangan dan pengemis
ditempat umum.

Namun didalam fakta yang ada
masih banyak orang atau lembaga
yang memberi uang atau barang
kepada pelaku masalah kesejahteraan
sosial yang ada di tempat-tempat

umum, dengan berbagai macam
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alasan sedekah, kasihani dan merasa
ibah kepada para PMKS. Hal ini terus
terjadi hingga saat ini meskipun
terdapat papan pemberitahuan yang
terpampang di tempat-tempat umum,
belum maksimalnya pengawasan
dilapangan oleh pihak terkait
membuat hal-hal yang semestinya
tidak boleh dilakukan menjadi sangat
rentan untuk dilanggar. Padahal
didalam Pasal 74 PERDA No.8
Tahun 2015 menjelaskan bahwa:
(2). Pemerintah Kabupaten
melakukan  pembinaan  dan
pengawasan terhadap aktivitas
pelaku penyelenggaraan sosial
sesuai dengan kewenangannya.
(2). Masyarakat dapat melakukan
pembinaan dan pengawasan
terhadap aktivitas pelaku
penyelenggaraan sosial.

(3). Pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimasud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai  peraturan  perundang-
udangan.

Artinya bahwa pengawasan harus
dikakukan oleh pihak terkait secara
maksimal dan bahkan pasal terbeut
menyebutkan bahwa keikut sertaan
masyarakat dalam proses
pengawasan, namun karena berbagai
alasan masyarakat menjadi pasif
dalam keikut sertaannya dalam proses
pengawasan terhadap pelaku
kesenjangan sosial.

PERDA terebut juga mengandung
sanksi yang disinyalir bisa memberi
efek jera bagi mereka yang
melanggar, sanksi yang berupa sanksi
administratif yaitu tindakan hukum
administrasi adalah suatu pernyataan
kehendak khusus, dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat hukum dalam

bidang adminsitrasi, akibat hukum

yang lahir dari tindakan hukum
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adalah akibat-akibat yang memiliki
relevansi dengan hukum  seperti
penciptaan hubungan hukum baru,
perubahan atau pengakhiran. Selain
sanksi administrasi juga terdapat
sanksi pidana yang terdapat di dalam
Pasal 75 PERDA No.8 Tahun 2015
yang menyebutkan bahwa:
(1). Barang siapa melanggar
ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(2). Pasal 64 ayat (2), Pasal 65

ayat (1), Pasal 65 ayat (5) dan

Pasal 73 ayat (2) dapat dikenai

sanksi administratif berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sementara
kegiatan;

d. Pemberhentian tetap kegiatan
Usaha Kesejahteraan Sosial;dan/atau
dan/atau

e. Pencabutan

pembatalan izin.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pengenaan sanksi
administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal yang memuat sanksi pidana

terdapat dalam Pasal 77 Perda No.8

tahun 2015 menyebutkan bahwa;
(1) Setiap orang yang melanggar
ketentuan ~ Pergelandangan
dan/atau Pengemisan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) huruf a,
diancam denagn hukuman
Pidana ringan.

(2) Setiap orang/ lemabaga/

badan hukum yang melanggar

ketentuan meperalat orang
lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf

b diancam dengan hukuman

pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan dan/atau denda
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paling banyak
Rp.50.000.000,00 (Lima
puluh juta rupuah)

(3) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (2) adalah
pelanggaran.

Dengan adanya pasal-pasal

tersebut di dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial jelas sudah

bahwasanya Penggelandangan,

Pengemisan dan lain sebagainya

dilarang dan tidak dibenarkan bagi

Lemabaga atau perorangan untuk

melakukan serta memeberikan Uang

atau  barang  kepada  pelaku
pengemisan. Namun karena masih
kurang maksimalnya pengawasan
oleh pihak terkait di lapangan,
Peraturan Daerah

membuat

Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan
Sosial masih belum efektif semana
mestinya perintah dari pada isi
PERDA tersebut. Masih banyak
ditemukannya pelanggar dari pada
peraturan tersebut yang masih belum
ada tindakan ataupun sanksi dari
pihak terkait yang diberikan kepada
pelanggar.

Dikutip dari Radar Jember,
Wakil Bupati Jember menilai Perda
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial di Kabupaten Jember perlu
segera diterapkan semana mestinya.
Tentunya, juga akan diikuti dengan
sosialisasi secara masif. Bahkan,
sejumlah  pemangku kepentingan
akan dilibatkan karena pemerintah
bertanggung jawab melindungi hak

fakir miskin yang ada di Kabupaten

Jember.
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4. Penutup

Bertitik tolak pada rumusan
masalah yang ada dikaitkan
dengan hasil pembahasan dan
uraian-uraian  pada  bab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa :

Kesejahteraan sosial
merupakan hak bagi setiap
masyarakat untuk dapat
memenuhi  kelayakan  hidup
seperti mana mestinya. Hal ini
sesuai dengan cita-cita UUD
1945 yang termaktub di dalam
pembukaannya yang berbunyi
untuk memajukan kesejahteraan
umum.  Kabupaten  Jember
sebagai salah satu kota besar di
Jawa Timur menjadi faktor
utama bagi pelaku Penyandang
masalah kesejahteraan sosial

untuk melakukan

penggelandangan, mengemis

dan sejenisnya.

Pemerintah Kabupaten
Jember dalam rangka
menanggulangi masalah

kesejahteraan sosial menerbitkan
Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaran
Kesejahteraan Sosial sebagai
langkah  konkrit  Pemerintah
setempat untuk dapat lebih
mudah melakukan
peenyelenggaraan kesejahteraan
sosial. Didalam Pasal 73 PERDA
No.8 tahun 2015 menyatakan
bahwa setiap orang/lembaga dan
badan hukum dilarang
melakukan  penggelandangan,
mengemis dengan cara papaun,
memperalat orang lain untuk hal
tersebut serta dilarang untuk

memberi uang atau barang dalam
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bentuk apapun kepada
gelandangan. Jika PERDA
tersebut dilanggar maka akan ada
sanksi yang akan diberikan baik
sanksi  administrasi,  denda
bahkan  kurungan  penjara.
Namun seiring  berjalannya
waktu PERDA tersebut belum
berjalan maksimal , masih
banyak pelanngar yang
mengabaikan aturan tersebut
meskipun papan pengumuman
tentang PERDA tersebut

terpampang di sisi jalan.

4.2 . Saran

bertitik ~ tolak  kepada
permasalahan dan kesimpulan
yang telah ditemukan, maka
dalam  hal ini  penulis
memberikan beberapa
rekomendasi sebagai berikut :
1. Menyarankan agar lebih

memaksimalkan pengawasan

kepada pengampu
kewenangan terkait dengan
PERDA No.8 Tahun 2015
tentang kesejahteraan sosial,
supaya melakukan tindakan
yang konkrit bagi pelanggar
sesuai denga nisi Pasal 75
dan 77 tentang Sanksi bagi
pelanggar  baik  sanksi
administrasi, denda atau

kurungan penjara.

. Agar Supaya pelaksaan dari

pada PERDA No.8 tahun
2015 dapat berjalan
maksimal, perlunya aturan
turuan dari PERDA tersebut
yaitu PERBUP yang di buat
oleh Bupati Jember selaku
pengampu kewenangan.
Karena fungsi PERBUP
disini sebagai tata cara
pelaksaan dari pada PERDA

No.8 Tahun 2015 Tentang
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